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ABSTRACT 
The purpose of the study to determine the disclosure of post-employment 
benefits to sharia commercial bank companies listing on the Indonesia Stock 
Exchange in 2018. 
The study used is secondary data from the company's annual report. The 
sampling technique was saturated sampling, resulting in a sample of 2 companies. 
The analytical tool used is qualitative descriptive analysis. 
The result of this study are that the company as a whole has implemented 
post-employment benefits in accordance with SFAS 24 Revised 2013. However, there 
are some things that are not appropriate including the applicable sharia principle. 
Because the object of this research is carried out at a sharia commercial bank, there 
are a number of things that must be adapted to the Shariah SAK. 
Keywords: Recognition, Disclosure, Post-employment benefits, SFAS 24, Pension 
benefits, Defined Contribution Plan, Defined Benefit Pension Plan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan imbalan 
pascakerja pada perusahaan bank umum syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2018. 
Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan 
perusahaan. Teknik pengambilan sampelnya adalah sampel jenuh, sehingga 
menghasilkan sampel penelitian sebanyak 2 perusahaan. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah perusahaan secara keselruhan telah menerapkan 
imbalan pascakerja sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2013. Namun terdapat beberapa 
hal yang tidak sesuai diantaranya pada prinsip syariah yang berlaku. Karena objek 
penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah, maka terdapat beberapa hal yang 
harus disesuaikan dengan SAK syariah.  
Kata kunci :Pengungkapan, Imbalan Pascakerja, PSAK 24, Imbalan pensiun, 
Program Pensiun Iuran Pasti, Program Pensiun Imbalan Pasti. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Sumber daya manusia adalah aspek yang mempunyai peran penting untuk 
menunjang keberhasilan suatu orgnisasi. Karyawan merupakan sumber daya 
manusia internal yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. 
Karyawan akan memberikan kualitas kerja yang maksimal apabila mendapatkan 
kepuasan atas hasil kerjanya tersebut. Bentuk kepuasan karyawan dengan 
memberikan fasilitas yang diberikan perusahaan berupa gaji pokok, upah 
tambahan, asuransi kesehatan, perencanaan karier, kenyamanan kerja, 
keselamatan kerja, dan perencanaan hari tua terkait dengan uang pensiun 
(Watung, Nangoi, & Pusung, 2016). 
Karyawan yang telah mengalami pensiun sudah tidak berhak untuk 
menerima imbalan atau upah kerja lagi. Tetapi pemerintah menganggap bahwa 
hak karyawan dalam menerima jaminan dari pemberi kerja itu penting. Sehingga 
adanya peran pemerintah membuat peraturan terkait tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1992. Kemudian 
pemerintah merevisi dan memperluas jaminan pensiun tenaga kerja yang diatur 
dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2011 (Adi & Firmansyah, 2018).  
Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2011 menjelaskan mengenai karyawan 
yang sudah mengalami pensiun masih berhak untuk mendapatkan imbalan atas 
hasil pekerjaannya mereka selama masih aktif bekerja. Namun bukan perkara 
yang mudah untuk dipenuhi, sebab perusahaan membutuhkan dana yang besar 
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untuk pembiayaan karyawan yang mengalami masa pensiun (Adi & Firmansyah, 
2018). 
Fenomena yang terjadi terkait iuran jaminan pensiun di Indonesia masih 
jauh lebih rendah diantara negara Asia Tenggara. Pembentukan BPJS 
Ketenagakerjaan diharapkan sebagai tranformasi dari Jamsostek pada tahun 2014, 
di harapkan dapat mewujudkan keinginan para pekerja untuk mendapatkan dana 
pascakerja berupa dana pensiun. Semakin membaiknya program pensiun 
membuat skor Indonesia dalam laporan pensiun yang dirilis Melbourne Mercer 
Global Pension Index 2017 terus bergerak naik selama 5 tahun berturut-turut. 
Berdasarkan laporan yang dirilis tersebut, Indonesia memiliki indeks 49,9 
yang berada dikategori D. Terdapat 30 negara yang masuk dalam laporan ini, 
Indonesia berada diperingkat 20 besar yakni diposisi 17. Secara regional Asia 
Tenggara, posisi Indonesia masih dibawah Singapura dan Malaysia 
(Kusumawardhani, 2017).   
Dana pensiun sebenarnya dapat bersumber dari iuran rutin yang dipotong 
dari imbalan atau upah karyawan selama masih bekerja. Kemudian dana tersebut 
dikelola perusahaan dan ketika perusahaan telah memasuki masa pensiun 
karyawan tetap menerima upah atau imbalan. Pedoman yang dapat digunakan 
perusahaan dalam penyusunan imbalan kerja adalah PSAK 24. Secara umum 
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 24 adalah mengatur pernyataan 
akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan 24 ini terdiri dari paragraf 0-173 dan memiliki kekuatan mengatur yang 
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sama antar paragrafnya. Sehingga segala sesuatu yang perlu diungkapkan sudah 
diatur dalam PSAK tersebut (IAI, 2013). 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 24 menyatakan bahwa 
pengelolaan dana pensiun ini memiliki 2 jenis program, yaitu iuran pasti dan 
imbalan pasti. Program iuran pasti merupakan manfaat pensiun dimana jumlah 
iuran yang dibayarkan karyawan secara rutin telah ditetapkan. Untuk program 
imbalan pasti merupakan program manfaat pensiun yang dibayarkan karyawan 
secara rutin namun nominalnya disesuaikan dengan penghasilan atau masa kerja 
masing-masing karyawan. Dari kedua program tersebut untuk program manfaat 
pasti memiliki kelebihan yaitu manfaat yang akan diterima ketika masa pensiun 
adalah pasti jumlahnya (IAI, 2013).  
Penerapan PSAK 24 ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomer 13 
Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Namun PSAK ini mengalami revisi beberapa 
kali diantaranya tahun 2010 dan 2013. PSAK 24 revisi 2010 ini mulai efektif 
digunakan tahun 2012. Tidak lama kemudian mengalami revisi kembali pada 
tahun 2013 dan menggantikan PSAK 24 Revisi 2010. PSAK ini efektif digunakan 
pada tanggal 1 Januari 2015 (Adi & Firmansyah, 2018).  
Perbedaan antara PSAK 24 Revisi 2010 dengan PSAK 24 Revisi 2013 
terletak pada perhitungan beban pensiun, pengakuan keuntungan dan kerugian 
aktuaria serta pada pengungkapannya. Perubahan akibat revisi berpengaruh secara 
signifikan pada nilai kewajiban pascakerja yang akan disajikan dalam laporan 
keuangan. Pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria merupakan komponen 
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pendapatan komprehensif secara signifikan yang akan berpengaruh pada total 
ekuitas pada entitas. (Adi & Firmansyah, 2018).  
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Adi & 
Firmansyah, 2018) tentang Pengungkapan Pengelolaan Imbalan Kerja di 
Indonesia. Namun penelitian ini akan lebih berfokus menyoroti program pensiun 
yang dilaksanakan oleh perusahaan sektor perbankan yaitu di Bank Umum 
Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Alasannya karena ketika 
perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk 
mengikuti standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK Konvergensi IFRS. 
Dengan hal tersebut bagi perusahaan perbankan syariah yang listing di Bursa Efek 
Indonesia sudah sesuaikah dengan PSAK Konvergensi IFRS yang berlaku, 
khususnya pada PSAK 24 mengenai imbalan pascakerja perusahaan. 
Di Indonesia standar akuntansi yang berlaku untuk perbankan syariah 
adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi 
Syariah (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). 
Standar Akuntansi Keuangan Syariah mengatur terkait pelaporan keuangannya, 
dimana SAK Syariah memiliki karakteristik khas yang tidak sepenuhnya sesuai 
dengan konsep yang digunakan pada SAK umum. Proses penyusunan SAK 
Syariah senantiasa mengacu ke fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).  
Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017 yang 
merupakan kompilasi pengaturan akuntansi transaksi berbasis syariah yang 
dikeluarkan sejak tahun 2002. Di dalamnya terdiri dari Kerangka Dasar 
5 
 
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 59: Akuntansi 
Perbankan Syariah, PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 
102: Akuntansi Murabahah, PSAK 103: Akuntansi Salam, PSAK 104: Akuntansi 
Istisna’, PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, 
PSAK 107: Akuntansi Ijarah, PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, 
PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, PSAK 110: Akuntansi Sukuk dan 
PSAK 111 : Akuntansi Wa’d. PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi 
penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah (www.ojk.go.id,  2019). 
Ketika sebuah perusahaan akan melakukan proses go public, maka suatu 
keharusan dalam pelaporan keuangannya harus disajikan sesuai dengan PSAK 
umum (PSAK Konvergensi IFRS). Berkaitan dengan perusahaan perbankan 
syariah yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO), maka peneliti tertarik 
untuk mengkaji sejauh mana penerapan Imbalan Pasca Kerja pada entitas tersebut 
mengingat bahwa di dalam PSAK Syariah maupun PAPSI belum secara khusus 
mengatur mengenai Imbalan Kerja.   
Masuknya bank umum syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 yaitu  
Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah (BTPNS) menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai 
dampak dari revisi PSAK 24 di dalam pelaporan keuangannya. Sejauh mana 
perusahaan perbankan syariah tersebut melakukan pengungkapan imbalan 
pascakerjanya, mengingat ada beberapa prinsip dalam pengukuran maupun 
penyajiannya yang belum mengakomodir perlakuan secara konsep syariah.  
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Berdasarkan pada paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh 
mana pengungkapan imbalan pascakerja pada bank umum syariah yang listing di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Dengan demikian, penulis mengambil judul 
“Pengungkapan Imbalan Pascakerja Berdasarkan Psak 24 Revisi 2013: Kajian 
Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2018”. 
 
1.2.  Identifikasi Masalah   
Dari uraian latar belakang yang di jelsakan penulis, maka dapat 
diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Perbedaan prinsip dalam standar akuntansi yang digunakan bagi 
perusahaan go public merupakan fenomena menarik untuk dikaji lebih 
jauh lagi. 
2. Masih terbatasnya penelitian mengenai pengungkapan pascakerja 
khususnya pada perusahaan perbankan syariah.  
 
1.3. Batasan Masalah  
Beragamnya permasalahan dalam penelitian ini, perlu diadakan 
pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan tetap fokus dan dapat 
mengetahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan. Batasan masalah 
ini adalah untuk mengetahui pengungkapan imbalan pascakerja berdasakan PSAK 
24 Revisi 2013 pada Bank Umum Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2018. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang yang dijelaskan penulis, dapat dibuat rumusan 
permasalahannya bagaimana pengungkapan imbalan pascakerja berdasarkan 
PSAK 24 Revisi 2013 pada Bank Umum Syariah yang listing di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2018? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah yang 
diuraikan penulis, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk 
mengetahui bagaimana pengungkapan imbalan pascakerja berdasarkan PSAK 24 
Revisi 2013 pada Bank Umum Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 
2018. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil dari sebuah penelitian akan memberikan kontribusi positif ketika 
penelitian tersebut mampu memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak 
akademik. Untuk itu ada beberapa manfaat yang dapat diambil, diantaranya: 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi bagi peneliti 
sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan 
perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya bidang akuntansi 
sektor keuangan. 
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2. Kegunaan Praktis 
a. Digunakan sebagai studi referensi tentang pengungkapan imbalan 
pascakerja berdasarkan PSAK 24 Revisi 2013 pada Bank Umum Syariah 
yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
b. Memberikan informasi mengenai pengungkapan imabalan pascakerja 
berdasarkan PSAK 24 Revisi 2013 pada Bank Umum Syariah yang listing 
di Bursa Efek Indonesia. 
c. Digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan serta acuan untuk 
referensi  penelitian selanjutnya 
 
1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan  
Perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia secara 
keseluruhan telah menerapkan program imbalan pascakerja sesuai dengan PSAK 
24. Perusahaan menerapkan program imbalan pasti, namun terdapat 2 perusahaan 
yang menerapkan kedua program tersebut yaitu PT Ultrajaya Milk Industry & 
Tading Tbk dan PT indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk menentukan saldo 
penyisihan atau beban imbalan pascakerjanya seluruh perusahaan menggunakan 
metode Projected Unit Credit. Pengakuan dan pengukuran seluruh perusahaan 
telah melaksanakan prinsip yang ada dalam PSAK 24. Program imbalan pasti, 
seluruh perusahaan telah menggunakan jasa aktuaria (Adi & Firmansyah, 2018). 
Penelitian yang dilakukan pada PT Avia Avian ini untuk mengetahui 
mekanisme dan penerapan akuntansi imbalan kerja (pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan). Hasil dari penelitian ini adalah PT Avia Avian menggunakan 
jenis imbalan pascakerja tanpa pendanaan melainkan pembayaran kas. Perlakuan 
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akuntansi imbalan pascakerjanya langsung dibukukan dan dibebankan perusahaan 
serta mengakui kewajiban. Kemudian menggunakan metode Projected Unit 
Credit dalam penerapan imbalan kerjanya (Rahmania, 2014). 
Bank Sulutgo menerapkan program pensiun manfaat pasti. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengevaluasi penerapan imbalan pascakerja pada Bank Sulutgo. 
Hasilnya disebutkan bahwa Bank Sulutgo menggunakan metode Projected Unit 
Credit  pada liabilitas imbalan pensiunnya. Kemudian kewajiban imbalan pasti 
dengan menentukan tingkat diskonto, kenaikan gaji masa mendatang, namun 
untuk mortalitas setelah jasa masih perlu dipertimbangkan lagi (Mokoginta, 
Saerang, & Pontoh, 2016).  
Penelitian pada Bank Maybank Kantor Cabang Kotamobagu ini dilakukan 
untuk menganalisis penerapan PSAK Imbalan Kerja. Hasil penelitian ini adalah 
secara keseluruhan perusahaan memberikan imbalan kerja. Untuk imbalan 
pascakerja Bank Maybank menggunakan program iuran pasti. Selain itu, 
mengakui penyisihan sebagai tambahan atas manfaat yang diterima karyawan. 
Kemudian,  dalam hal pengungkapan, mengungkapkan jumlah keseluruhan 
imbalan kerja dalam laporan laba rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan 
perusahaan (Watung, Nangoi, & Pusung, 2016). 
Penelitian yang dilakukan pada PT Hasjrat Abadi adalah mengenai 
perlakuan akuntansi imbalan kerja terkait pengakuan, pengukuran dan 
pengungkapan. Penelitian ini menghasilkan bahwa PT Hasjrat Abadi menerapkan 
imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pascakerja dengan menggunakan 
program iuran pasti. Dalam program iuran pasti PT Hasjrat Abadi bekerja sama 
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dengan DPLK Manulife dan BPJS Ketenagakerjaan. Entitas mengakui iuran 
terutang sebagai liabilitas dan mencatat iuran pensiun DPLK Manulife maupun 
BPJS Ketenagakerjaan sebagai beban.  Perusahaan juga mengungkapkan beban 
imbalan kerja dalam Actual Profit and Loss sebagai bagian dari biaya operasional 
(Lisa, 2016).  
Penelitian ini membahas mengenai penentuan imbalan kerja jangka pendek 
dan imbalan pascakerja yang mengacu pada PSAK 24. PT Vandika Abadi pada 
imbalan pascakerjanya menggunakan program iuran pasti melalui kerjasama 
dengan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan mencatat iuran pensiun BPJS 
Ketenagakerjaan sebagai bagian dari beban dan mengungkapkan jumlah iuran 
program iuran pasti dalam laporan realisasi biaya operasional dan presentase iuran 
yang harus dibayarkan  (Rumimper, Alexander, & Jessy, 2017). 
 
1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode 
analisis deskriptif yaitu dengan cara mengkaji, menelaah, memaparkan, dan 
menjelaskan data dari objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah yang listing di 
Bursa Efek Indonesia. 
Metode yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian tersebut 
adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh 
data melalui catatan, transkrip, buku, notulen rapat, dan majalah yang relevan 
terkait dengan perlakuan akuntansi imbalan pascakerja. 
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1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir.  
 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masih terbagi lagi menjadi 
beberapa sub bab. Berikut ini sistematika penulisannya: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bagian ini  penulis menguraikan latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan mengenai pokok-pokok materi yang melandasi 
penelitian. Landasan teori berisi tentang teori yang relevan dengan penelitian. Bab 
ini menguraikan teori tema secara umum dan teori tentang variabel.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bagian ini menjelaskan metode penelitian skripsi dengan memaparkan 
jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. 
BAB IV PEMBAHASAN  
Bab ini membahas mengenai perlakuan pengungkapan imbalan kerja 
khususnya imbalan pasca kerja pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menguraikan kesimpulan singkat atas penjelasan pada Bab IV 
terkait dengan pengungkapan imbalan pasca kerja pada Bank Umum Syariah yang 
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listing di Bursa Efek Indonesia. Selain kesimpulan, bab ini juga menguaraikan 
keterbatasan penelitian dan saran-saran penelitiannya.  
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka berisi daftar referensi yang dijadikan rujukan dalam 
penelitian ini. Referensi penelitian ini berupa buku, jurnal, dan informasi lainnya 
yang relevan terkait dengan penelitian ini. 
LAMPIRAN  
Pada bagian ini memuat bahan-bahan yang perlu dilaporkan yang tidak 
termuat dalam tubuh skripsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Pengungkapan 
Pelaporan keuangan direkayasa  untuk pemangku informasi seperti 
kreditor dan investor dalam pengambilan keputusan. Pihak tersebut memerlukan 
informasi yang relevan dan bermanfaat guna untuk pengambilan keputusan, salah 
satu jenis informasi yang dapat diperoleh adalah melalui pelaporan keuangan. 
FASB (Financial Accounting Standard Board)  mengidentifikasi bahwa lingkup 
informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan para pemangku 
kepentingan adalah sebagai berikut (Suwardjono, 2014:217): 
1. Statemen keuangan 
2. Catatan atas statemen keuangan 
3. Informasi pelengkap 
4. Sarana pelaporan keuangan lain 
5. Informasi lain 
Pengungkapan secara teknis dapat didefinisikan sebagai langkah akhir 
dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat 
penuh statemen keuangan. Secara umum, pengungkapan merupakan konsep, 
metode, dan media tentang bagaimana informasi akuntansi akan disampaikan 
kepada pihak yang berkepentingan. Bentuk pengungkapan informasi dapat berupa 
statemen keuangan dasar (statemen keuangan dan catatan atas statemen keuangan) 
dan penyajian informasi selain statemen keuangan (Suwardjono, 2014:578).  
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Secara umum, (Suwardjono, 2014:580) menjelaskan mengenai tujuan 
pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk 
mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak 
pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Berikut ini 
beberapa tujuan dari pengungkapan, antara lain: 
1. Tujuan Melindungi 
Tujuan ini di landasi atas dasar pemikiran bahwa tidak semua pemakai 
cukup canggih untuk memakai suatu informasi yang disajikan pada setiap 
perusahaan, sehingga perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang 
mereka tidak mungkin memperolehnya. Dengan kata lain pengungkapan ini 
dimaksudkan untuk melindungi dari pihak manajemen yang mungkin kurang adil 
dan terbuka dalam melaksanakan pekerjaannya.   
2. Tujuan Informatif 
Hal ini dilandasi anggapan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan 
tingkat kecanggihan tertentu. Jadi, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan 
informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai  
informasi tersebut. 
3. Tujuan Kebutuhan Khusus 
 Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan 
tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa 
yang di pandang bermanfaat bagi pemakai informasi yang dituju sementara untuk 
tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas 
berdasarkan peraturan yang telah dibuat. 
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Metoda pengungkapan berkaitan dengan informasi yang disajikan melalui 
pelaporan keuangan. Informasi yang dapat disajikan dalam pelaporan keuangan 
dapat berupa pos statemen keuangan, catatan kaki, penjelasan dalam kurung, 
istilah teknis, lampiran, komunikasi manajemen, dan catatan dalam laporan 
auditor.   
Pengungkapan terbagi menjadi dua jenis, pengungkapan wajib dan 
pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib 
dilakukan perusahaan atau entitas berdasarkan standar akuntansi atau peraturan 
badan pengawas yang telah dibuat. Yang termasuk dalam pengungkapan wajib 
merupakan statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan dan informasi 
pelengkap. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang 
dilakukan perusahan atau entitas di luar apa yang diwajibkan oleh standar 
akuntansi atau peraturan badam pengawas. Berikut ini yang termasuk dalam 
pengungkapan sukarela adalah sarana pelaporan keuangan lain dan informasi lain 
(Suwardjono, 2014:583). 
 
2.2. Imbalan Kerja 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 Revisi tahun 2013 
par.08 definisi imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu 
entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk 
pemutusan kontrak kerja. Imbalan kerja ini terdiri dari paragraf 01-173, seluruh 
paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Jenis-jenis dari 
imbalan kerja pada PSAK 24 ini dijelaskan pada par.05 yaitu:  
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1. Imbalan Kerja Jangka Pendek  
Imbalan kerja jangka pendek adalah seluruh bentuk imbalan kerja (selain 
dari pesangon), yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum jangka 
waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja 
memberikan jasanya. Yang termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek adalah: 
a. Upah, gaji dan iuran jaminan sosial. 
b. Cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar. 
c. Bagi laba dan bonus. 
d. Imbalan nonmoneter seperti fasilitas layanan kesehatan, rumah, mobil, dan 
barang dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi. 
2. Imbalan Pascakerja 
Imbalan pascekerja adalah imbalan kerja (bukan pesangon dan imbalan 
kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. 
Imbalan pascakerja dibedakan menjadi: 
a. Imbalan purnakarya, contohnya pensiun dan pembayaran sekaligus 
purnakarya. 
b. Imbalan pascakerja lain, seperti asuransi jiwa pascakerja, dan fasilitas 
pelayanan kesehatan pascakerja. 
3. Imbalan Kerja Jangka Panjang 
Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang bukan 
termasuk imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja dan pesangon, yang 
tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah pekerja 
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memberikan jasanya. Berikut ini yang termasuk dalam imbalan kerja jangka 
panjang: 
a. Cuti berbayar jangka panjang, seperti cuti besar atau cuti sabatikal. 
b. Penghargaan masa kerja (jubilee) atau imbalan jasa jangka panjang lain. 
c. Imbalan cacat permanen. 
4. Pesangon 
Pesangon pemutusan kerja merupakan imbalan kerja akibat keputusan 
entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau 
keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela 
dengan imbalan tertentu. 
Dari masing-masing jenis imbalan kerja diatas memiliki perlakuan 
akuntansi yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK. Dalam 
penelitian ini peneliti lebih fokus pada imblan pascakerja khususnya pensiun. 
Karena pemberian imbalan pascakerja khususnya pensiun saat ini penting untuk 
diberikan oleh pemberi kerja.    
 
2.3. Standar Akuntansi Perlakuan Imbalan Kerja 
Standar akuntansi yang telah mengatur secara khusus mengenai imbalan 
kerja adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 24. Hal ini 
dilatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
mengatur bahwa pemberi kerja diwajibkan untuk menjamin pensiun para 
pekerjanya. Sehingga pelakuan akuntansi tentang pencadangan diatur lebih lanjut 
dalam PSAK 24.  
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PSAK 24 ini berkembang dan telah mengalami beberapa kali revisi. 
Perkembangan zaman dan peraturan yang membuat PSAK ini harus direvisi dan 
disesuaikan, di antaranya revisi pada tahun 2004. PSAK ini mengatur lebih 
kompleks yaitu dengan mengidentifikasikan imbalan kerja menjadi lima kategori 
yang terdiri dari imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja 
jangka panjang dan pesangon PHK dan imbalan berbasis ekuitas. 
Enam tahun berselang, Dewan Standar Akuntansi Indonesia melakukan 
revisi kembali. Kemudian terbitlah PSAK 24 Revisi 2010, hal ini memiliki 
perbedaan yang cukup signifikan dengan pendahulunya pada bagian ruang 
lingkup. PSAK 24 (2010) ini sudah tidak lagi mengatur imbalan kerja berbasis 
ekuitas, karena hal tersebut telah diatur dalam PSAK 53 mengenai Pembayaran 
Berbasis Saham. PSAK 24 (2010) ini juga mengatur beberapa hal yang belum ada 
pada PSAK sebelumnya, seperti program multi pemberi kerja, program imbalan 
pasti yang membagi risiko antarentitas sepengendali, pengungkapan informasi 
tentang iuran untuk program iuran pasti atas anggota manajemen kunci, dan 
pengakuan laba rugi jumlah neto sebagai beban atau penghasilan dampak batasan, 
kecuali diakui diluar laporan laba rugi sesuai dengan paragraf 101 PSAK 24. 
Pada tahun 2013 PSAK 24 ini mengalami revisi kembali dengan 
menghapus pengungkapan atas informasi kontijensi yang sebelumnya ada pada 
PSAK 24 (2010). Berikut ini perbedaan antara PSAK 24 Revisi 2013 dan PSAK 
24 Revisi 2010 : 
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Tabel 2.1 
Perbedaan Antara PSAK 24 Revisi 2013 dan PSAK 24 Revisi 2010 
 
Perihal PSAK 24 Revisi 2013 PSAK 24 Revisi 2010 
Definisi Dikelompokkan berdasarkan: 
1. Definisi imbalan kerja 
2. Definisi terkait dengan 
klasifikasi program 
3. Definisi terkait liabilitas (aset) 
imbalan pasti neto 
4. Definisi terkait dengan biaya 
imbalan pasti. 
5.  
Tidak dikelompokkan 
Imbalan 
Pascakerja 
Menambahkan contoh: 
Imbalan purnakarya yaitu pensiun 
dan pembayaran sekaligus atas 
purnakarya. 
Imbalan purnakarya seperti 
pensiun. 
Program 
Multi 
Pemberi 
Kerja 
Jika informasi memadai tidak 
tersedia dalam menerapkan 
akuntansi imbalan pasti 
multipemberi kerja, maka entitas: 
Mengungkapkan informasi yang 
disyaratkan oleh paragraf 148. 
Jika informasi memadai 
tidak tersedia dalam 
menerapkan imbalan pasti 
untuk program imbalan 
pasti multipemberi kerja 
maka entitas: 
1. Mengungkapkan,  fakta 
bahwa program tersebut 
merupakan program 
imbalan pasti, dan 
alasan tidak tersedianya 
informasi memadai. 
2. jika surplus atau defisit 
dari program tersebut 
dapat mempengaruhi 
jumlah iuran masa 
depan, mengungkapkan 
ditambah dengan:  
a. jumlah informasi 
yang tersedia  
b. mengenai surplus 
atau defisit. 
c. basis yang 
digunakan dalam 
menentukan surplus 
atau defisit. 
d. Implikasi terhadap 
entitas jika ada.  
       Tabel Berlanjut ............... 
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Lanjutan Tabel 2.1  
Perihal PSAK 24 Revisi2013 PSAK24 Revisi 2010 
Biaya Jasa 
lalu 
Biaya jasa lalu yang dihasilkan 
dari amandemen program, 
kurtailmen, dan keuntungan atau 
kerugian atas penyelesaian tidak 
perlu dibedakan jika transaksi 
tersebut terjadi bersamaan. 
Tidak diatur 
Keuntungan 
dan 
kerugian 
aktuaria 
Dihapus  Entitas harus mengukur 
keuntungan atau kerugian 
aktuaria dari setiap program 
imbalan pasti. 
 Penangguhan pengakuan 
keuntungan dan kerugian aktuaria 
tidak diizinkan. Keuntungan dan 
kerugian aktuarial langsung diakui 
dalam OCI. Reklasifikasi jumlah 
yang diakui dalam OCI ke laporan 
laba rugi tidak diizinkan. 
Keuntungan dan kerugn 
aktuarial dapat langsung 
diakui dalam laba rugi atau 
OCI atau ditangguhkan 
melalui pendekatan koridor, 
Reklasifikasi jumlah yang 
diakui di OCI ke laporan 
laba rugi tidak diizinkan. 
Komponen 
Biaya 
Imbalan 
Pasti 
Komponen biaya imbalan pasti:  
1. Biaya jasa 
2. Bunga neto atas liabilitas    
(aset) imbalan pasti neto; 
3. Pengukuran kembali liabilitas 
(aset) imbalan pasti neto. 
Tidak diatur spesifik. 
Penyajian 
Liabilitas 
(aset) 
Imbalan 
Pasti 
Liabilitas (aset) imbalan pasti 
mencerminkan jumlah 
defisit/surplus program imbalan 
kerja jangka panjang. 
Liabilitas (aset) imbalan 
pasti neto tidak selalu 
mencerminkan jumlah 
defisit/surplus program 
imbalan kerja jangka 
panjang (“metode koridor”). 
 Dihapus Pengungkapan atas 
informasi liabilitas 
kontijensi. 
 Panduan menentukan kapan 
mengakui, dan bagaimana 
mengukur, liabilitas dengan 
penyelesaian program imbalan 
pasti multipemberi kerja.  
Belum diatur. 
Tabel Berlanjut .................. 
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Lanjutan Tabel 2.1  
Perihal PSAK 24 Revisi2013 PSAK24 Revisi 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imbalan 
pascakerja: 
program 
imbalan 
pasti 
Menambahkan pengaturan untuk 
akuntansi program imbalan pasti, 
yaitu 
1. Menentukan defisit surplus, 
ini termasuk: 
a. Menggunakan tenik 
aktuaria, metode Projected 
Unit Credit,  untuk 
membuat estimasi andal 
atas biaya akhir entitas dari 
imbalan yang menjadi hak 
pekerja sebagai pengganti 
jasa mereka pada periode 
kini dan lalu. 
b. Mendiskontokan imbalan 
untuk menentukan nilai kini 
dari kewajiban imbalan 
pasti dan biaya jasa kini 
(lihat paragraf 67-69 dan 
83-86). 
c. Mengurangi nilai wajar aset 
program (lihat paragraf 
113-115) dari nilai kini 
kewajiban imbalan pasti. 
2. Menentukan jumlah liabilitas 
(aset) imbalan pasti neto 
sebagai jumlah defisit atau 
surplus yang ditentukan 
dalam huruf (a), disesuaikan 
untuk setiap dampak dari 
pembatasan aset imbalan 
pasti neto dari batas aset 
(lihat paragraf 64). 
3. Menentukan jumlah yang 
harus diakui dalam laba rugi: 
(1) Biaya jasa kini (lihat 
paragraf 70-74) 
(2) Setiap biaya jasa lalu dan 
keuntungan atau kerugian 
atas penyelesaian (lihat 
paragraf 99-112). 
(3) Bunga neto atas liabilitas 
(aset) imbalan pasti neto 
Akuntansi oleh entitas untuk 
program imbalan pasti 
meliputi tahap berikut: 
1. Menggunakan teknik 
aktuaria untuk membuat 
estimasi andal dari 
jumlah imbalan yang 
menjadi hak pekerja 
sebagai pengganti jasa 
mereka pada periode kini 
dan periode lalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mendiskontokan 
imbalan dengan 
menggunakan metode 
Projected Unit Credit 
dalam menentukan nilai 
kini dari kewajiban 
imbalan pasti dan biaya 
jasa kini (lihat paragraf 
69-71); 
3. Menentukan nilai wajar 
aset program (lihat 
paragraf 111-113). 
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(lihat paragraf 123-126) 
 
4. Menentukan pengukuran 
kembali atas liabilitas (aset) 
imbalan pasti neto, yang akan 
diakui sebagai penghasilan 
komprehensif lain.  
 
 
4. Menentukan total 
keuntungan dan kerugian 
aktuaria dan selanjutnya 
menentukan jumlah yang 
diakui (97-104). 
 
5. Menentukan besarnya 
biaya jasa lalu ketika 
suatu program 
diterapkan pertama kali 
atau diubah (lihat 
paragraf 105-110). 
6. Menentukan keuntungan 
dan kerugian ketika 
suatu program dibatasi 
(kurtailmen) atau 
terselesaikan (lihat 
paragraf 122-129). 
 Entitas harus mengakui liabilitas 
(aset) imbalan pasti neto dalam 
laporan posisi keuangan. 
Tidak diatur 
Asumsi 
Aktuaria 
Asumsi keuangan pajak terutang 
program atas kontribusi/iuran 
yang terkait dengan jasa sebelum 
tanggal pelaporan 
Tidak diatur 
 Asumsi mortalitas mengacu pada 
estimasi terbaik dari mortalitas 
peserta program selama dan 
setelah kontrak kerja.  
Biaya bunga dihitung 
dengan mengalikan tingkat 
diskonto yang ditentukan 
pada awal periode dengan 
nilai jasa kini kewajiban 
imbalan pasti selama 
periode tersebut, dengan 
mempertimbangkan seluruh 
perubahan material dari 
kewajiban. 
Sumber : (IAI, 2013) 
Yang paling berdampak pada revisi kali ini adalah pengakuan keuntungan 
dan kerugian aktuaria yang harus diakui sebagai Other Comprehensive Income 
(OCI) dan masuk komponen ekuitas. Hal ini berdampak signifikan pada kenaikan 
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dan penurunan liabilitas imbalan pascakerja perusahaan. PSAK ini mulai efektif 
digunakan pada tanggal 1 Januari 2015 (Adi & Firmansyah, 2018). 
 
2.4. Imbalan Pasca Kerja 
 
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akntansi Keuangan (PSAK) 24 par. 26 
dijelaskan mengenai pengertian imbalan pascakerja merupakan imbalan kerja 
setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja mencakup pos-
pos  diantaranya, imbalan punakarya (pensiun dan sekaligus atas purnakarya) dan 
imbalan pascakerja lain. Program imbalan pascakerja diklasifikasikan menjadi 2 
jenis, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Pemilihan program 
tersebut tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan ketentuan pokok dari 
program tersebut:  
1. Program Iuran Pasti 
Definisi program iuran pasti ini dijelaskan dalam PSAK 24 par:8. Program 
iuran pasti adalah program imbalan pascakerja dimana entitas membayar iuran 
tetap kepada entitas terpisah, sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban 
hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas 
tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan 
pascakerja. 
Akuntansi program iuran pasti adalah cukup jelas karena kewajiban entitas 
pelapor untuk periode yang telah ditentukan oleh jumlah yang dibayarkan pada 
periode tersebut. Sehingga tidak diperlukan asumsi aktuaria untuk mengukur 
kewajiban atau beban dan tidak ada kemungkinan keuntungan dan kerugian 
aktuaria. Selain itu kewajiban tersebut diukur dengan dasar tidak terdiskonto. 
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a. Pengakuan dan Pengukuran 
Perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran program iuran pasti 
di atur dan dijelaskan pada Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan No 24 pada 
par 51. Jika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode, 
maka entitas mengakui iuran terutang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja 
diakui sebagai:   
1) Sebagai liabilitas (beban terakru), setelah dikurangi dengan iuran yang 
telah dibayar. Jika iuran tersebut melebihi iuran terutang unutk jasa 
sebelum akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan 
tersebut sebagai aset (beban dibayar dimuka) sepanjang kelebihan tersebut 
akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau dikembalikan.  
2) Sebagai beban,  kecuali SAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran 
tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset.  
Jika iuran dalam program iuran pasti tidak diharapkan akan diselesaikan 
seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat 
pekerja memberikan jasanya, maka iuran tersebut didiskontokan. 
a. Pengungkapan 
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 24 par 53. 
Menyatakan bahwa entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban 
untuk program iuran pasti. Seperti yang disyaratkan oleh PSAK 7: Pengungkapan 
Pihak-pihak Berelasi, entitas mengungkapkan informasi tentang iuran kepada 
program iuran pasti untuk personil manajemen kunci. 
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1. Program Imbalan Pasti 
Program imbalan pasti dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi No 
24 pada par 08. Bahwa program imbalan pasti merupakan imbalan pascakerja 
yang bukan merupakan program iuran pasti. Program ini menguraikan manfaat 
yang akan diterima oleh karyawan ketika mereka pensiun.  
Akuntansi untuk program imbalan pasti menjadi kompleks dan mencakup 
semua karena disyaratkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur kewajiban dan 
beban dan menimbulkan kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian aktuaria. 
Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar diskonto karena 
kemungkinan kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah 
pekerja memberi jasanya. 
Formula yang biasa digunakan untuk menetapkan imbalan pensiun 
tersebut adalah sekian tahun masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi atau 
gaji karyawan ketika mereka mendekati masa pensiun. Untuk memenuhi 
komitmen pembayaran tunjangan pensiun karyawan ini perusahaan harus 
menentukan berapa jumlah kontribusi yang harus dibayarkan kepada pengelola 
dana pensiun pada hari ini (perhitungan dengan nilai waktu uang). 
Pada program imbalan pasti penerima dana pensiun adalah pemberi kerja 
yang kemudian dibayarkan kepada pegawai yang pensiun. Setiap kekurangan 
dalam akumulasi aset yang dipegang oleh pengelola dana pensiun harus ditutup 
oleh pemberi kerja. Kemudian setiap kelebihan yang terakumulasi dalam 
pengolahan dana pensiun oleh pihak ketiga yang terakumulasi dapat dimiliki 
kembali oleh pemberi kerja. 
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a. Pengakuan dan pengukuran 
Biaya program imbalan pasti dapat dipengaruhi oleh banyak variabel, 
diantaranya gaji terakhir, tingkat perputaran kerja, tingkat mortalitas, tren biaya 
kesehatan, dan untuk program yang di danai, hasil investasi dari aset program. 
Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap berikut: 
1) Menentukan defisit atau surplus, 
a) Menggunakan teknik aktuaria, metode Projected Unit Credit, untuk 
membuat estimasi andal atas biaya akhir entitas dari imbalan yang menjadi 
hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan lalu. 
b) Mendiskontokan imbalan untuk menentukan nilai kini dari kewajiban 
imbalan pasti dan biaya jasa kini (lihat paragraf 67-69 dan 83-86). 
c) Mengurangi nilai wajar aset program (lihat paragraf 113-115) dari nilai 
kini kewajiban imbalan pasti. 
2) Menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto sebagai jumlah 
defisit atau surplus yang ditentukan dalam huruf (a), disesuaikan untuk 
setiap dampak dari pembatasan aset imbalan pasti neto dari batas aset 
(lihat paragraf 64). 
3) Menentukan jumlah yang harus diakui dalam laba rugi: 
a) Biaya jasa kini (lihat paragraf 70-74) 
b) Setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian 
(lihat paragraf 99-112). 
c) Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123-
126). 
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4) Menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, 
yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. 
b. Penyajian 
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 24 par 131 ketika entitas 
melakukan saling hapus antara aset terkait dengan satu program dan liabilitas 
terkait dengan program lain, jika dan hanya jika entitas: 
1) Mempunyai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan 
surplus pada satu program untuk menyelesaikan kewajiban program lain, 
dan 
2) Bermaksud untuk: menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto, atau 
merealisasi surplus pada satu program dan menyelesaikan kewajiban 
program lain secara simultan. 
Kriteria saling hapus adalah serupa dengan yang di tetapkan untuk 
instrumen keuangan dalam PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian. Selain itu 
sejumlah entitas membedakan aset lancar dari aset tidak lancar serta liabilitas 
jangka pendek dari liabilitas jangka panjang.  
Paragraf 120 mensyaratkan entitas untuk mengakui biaya jasa dan bunga 
neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi. Entitas menyajikan 
komponen tersebut sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. 
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 (Revisi 
2013) Penyajian Laporan Keuangan disajikan dalam format yang disesuaikan 
dengan yang digunakan International  Accounting Standard Board (IASB). 
Entitas menerapkan PSAK 1 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
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bertujuan umum sesuai dengan SAK. PSAK 1 tidak berlaku bagi penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan entitas syariah karena entitas syariah mengacu pada 
SAK tersendiri. Berikut ini komponen laporan keuangan yang sesuai dengan 
PSAK 1 (Revisi 2013): 
a) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. 
b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain . 
c) Laporan perubahan ekuitas. 
d) Laporan arus kas. 
e) Catatan atas laporan keuangan . 
c. Pengungkapan  
Entitas harus mengungkapkan informasi berikut: 
1) Menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait. 
2) Mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program 
imbalan pasti dalam laporan keuangan. 
3) Menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat berdampak terhadap 
jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas entitas masa depan (Lisa, 
2016). 
 
2.5. Konsep Imbalan Pascakerja dalam Tinjauan Islam 
 
Konsep umum keuangan syariah, rujukan utama imbalan pascakerja 
adalah sumber hukum ajaran islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Dana imbalan 
pascakerja merupakan implementasi dari ajaran agama islam untuk mengelola 
kekayaan pada masa produktif untuk digunakan pada masa kekurangan. Jadi 
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sebaiknya mempersiapkan kehidupan dihari tua agar tidak mengalami kesulitan 
setelah mengalami pensiunan kerja. 
Sehingga perlu diingat bahwa masing-masing pihak baik pimpinan 
manajemen perusahaan hingga karyawan, semuanya akan dimintai 
pertanggungjawaban oleh Allah SWT sesuai lingkup kompetensi dan 
kewajibannya. Maka di setiap perusahaan juga memiliki kewajiban untuk amanah 
dalam menjalankan kegiatannya, memberikan upah dan imbalan kerja adil sesuai 
porsinya. Selain itu juga mengungkapkan imbalan pascakerja yang berupa pensiun 
untuk menjamin kesejahteraan karyawannya setelah mengalami pensiun kerja.  
Karena manajemen suatu organisasi yang baik adalah mereka yang 
memperhatikan kesejahteraan karyawannya, tidak hanya ketika masih bekerja 
namun ketika memasuki pensiun. Secara tersurat dalam Al-Quran mewanti-wanti 
agar mempersiapkan anak-anak untuk kesejahteraan masa depannya. Yakni dalam 
Q.S An-Nisa’ ayat 9: 
“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang 
benar” (Q.S An-Nisa’:9). 
Allah SWT juga telah berfirman dalan Quran Surat Yusuf ayat 43-49, 
sebagai berikut: 
 ٤٦٠  ٍن  اَم ِّس ٍت ََرقَب ِّعْبَس ْيِّف اَنِّتْف َا ُقْي ِّ د ِّ صل ا اَهُّي َا ُفُس ُْوي َو ٌّف اَج ِّع ٌّعْبَس َّنُُهلُك َأَّي 
نْوَُملَْعي ْمُهََّلَعل ِّس اًّنل ا ىَلِّا ُعَج َْرا َ ْيِّ َلعَّل ٍت َسَِّبي َرَخ ُا َّو ٍرْضُخ ٍَتُلنُّس  ِّعْبَس٠  
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٤٧٠  ْيِّف ُه ْوُر ََدف ُْمت ْدَصَح اََمف ًاب ا َد َنْيِّن ِّس َعْبَس َنن ْوُع َر َْزت  َل اَق َْأت ا َّم ِّ م ًلاْيَِّلق َّلا ِّا ِّهُِّلبْنُس
.نُْولُك 
٤٨٠  َن ُْون ِّصُْحت ا َّم ِّ م ًلاْيَِّلق َّلا ِّا َّنَُهل ُْمتْم ََّدق اَم َنْلُك ْأَّي ٌد َاد ِّش  ٌعْبَس َكِّل َذ ِّدَْعب ْن ِّم ْيِّت َُّمث.  
٤٩٠  َو ُس اَّنل ا ُث اَُغي ِّهْيِّف ٌم اَع َكِّل َذ ِّدَْعب ْن ِّم ْيِّت ْأَي َُّمث َن ْو ُر ِّصَْعي ِّهْيِّف  
46. “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada 
kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang 
dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) 
yang hujau dari tujuh tangkai lainnya yang kering agar aku kembali 
kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. 
47.   Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun 
(berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai 
hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 
48.  Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, 
yang   menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun 
sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kau simpan. 
49.   Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan 
cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). 
 
Selain itu dalam hadist Nabi SAW juga memperingatkan salah seorang 
sahabat untuk berlaku bijak memikirkan jauh kedepan, sebagimana disebutkan 
oleh Bukhari Muslim, Ibnu Majah dan Baihaq: 
“Dari Amr bin Sa’ad bin Abi Waqqash, bercerita ayahnya (Sa’ad bin Abi 
Waqqash): Pada waktu haji Wada, Rasulullah SAW menjengukku karena 
aku menderita penyakit yang hampir menyebabkan kematianku. Lalu aku 
berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau 
lihat.  Sedangkan aku adalah hartawan dan tidak ada yang mewarisiku 
kecuali putriku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga 
hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan 
setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan 
sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli 
warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meningalkan 
mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta  kepada 
manusia”.  
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 Meskipun secara tersurat dalam Al-Quran dan hadist tersebut adalah untuk 
orang tua. Namun secara tersirat manajemen suatu organisasi adalah orang tua 
bagi karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan. Sehingga, manajemen 
tersebut berkewajiban untuk memperhatikan dan menjamin masa depan dari anak 
buahnya setelah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Dengan cara melakukan 
pengungkapan imbalan pascakerja yang berupa pensiun bagi karyawan yang telah 
memasuki masa pensiun kerja. 
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2.6. Kerangka Berpikir    
Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengungkapan 
imbalan pascakerja pada perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia. 
Dalam hal ini peneliti menganalisis perlakuan akuntansi imbalan pascakerja yang 
berupa pengukuran,  pengakuan, penyajian, serta pengungkapan yang digunakan 
setiap perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah ada. 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
  
 Perlakuan Akuntansi Imbalan 
Pascakerja Perusahaan: 
a.pengukuran 
b.pengakuan 
c.penyajian  
d. pengungkapan 
Perlakuan Akuntansi Imbalan 
Pascakerja Berdasarkan Standar 
Keuangan: 
a. Pengukuran 
b. Pengakuan 
c. Penyajian 
d. pengungkapan 
Analisis Kesesuaian 
Penerapan dan Perlakuan 
Akuntansi Imbalan 
Pascakerja. 
Pengungkapan Imbalan 
Pascakerja pada Laporan 
Tahunan Perusahaan 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yaitu pada 
Bank Umum Syariah yang masuk dalam saham di Bursa Efek Indonesia tahun 
2018. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 hingga selesainya 
penelitian ini dilakukan. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. 
Sugiyono (2017:424) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif mencoba untuk 
mendeskripsikan, memaparkan dan melihat fenomena tentang yang dialami oleh 
aktivitas seorang peneliti seperti, perilaku, motivasi, persepsi, tindakan atau yang 
lainnya dengan konteks khusus dengan metode ilmiah.  
 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi menurut (Sugiyono, 2017:443) diartikan sebagai wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki ciri khas tertentu yang 
ditetapkan peneliti untuk dikaji serta dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam perbankan yaitu 
Bank Umum Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 yang 
berjumlah 2 bank. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara sampling 
jenuh. Yang dimaksud sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel yang 
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memperhatikan nilai kejenuhan sampel. Sampel jenuh juga sampel yang sudah 
maksimum (Sugiyono , 2017:144). Jadi pengambilan sampelnya adalah semua 
yang yang termasuk dalam populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. 
Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2018 ada 2 perusahaan. Sehingga sampel dari penelitian ini adalah 2 
perusahaan tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia Indonesia Syariah (BRIS) dan 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS). 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang 
informasinya diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan. Data ini berasal 
dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan melalui website resmi dari 
masing-masing perusahaan. Berikut ini data dan sumber data penelitian  
Tabel 3.1 
Data dan Sumber Data Penelitian 
 
No  Nama Perusahaan  Alamat Website 
1 Bank BRI Syariah www.brisyariah.co.id 
2 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah www.btpnsyariah.co.id 
  Sumber : www.e-bursa.com 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
3.5.1 Dokumentasi 
 Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Yang 
termasuk dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental 
seseorang (Sugiyono, 2017:329). Moleong (2007:217) menyebutkan bahwa dalam 
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penelitian kualitatif dokumen sangat berguna dalam penelitian kualitatif. 
Kegunaan dokumen adalah sebagai berikut: 
1. Sumber yang stabil, banyak informasi, dan mendorong pencarian data lain. 
2. Bukti fisik yang digunakan penguji. 
3. Sifatnya alamiah sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks. 
4. Hasil pengkajian serta penelitian ini akan membuka kesempatan untuk lebih 
memperluas tubuh  dan berkembangnya pengetahuan terhadap suatu yang 
diselidiki peneliti. 
 
3.5.2 Studi Pustaka 
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Data 
diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu (jurnal), peraturan-peraturan, 
serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang 
dibutuhkan (Kiswara dan Adit, 2012). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah diperoleh dari annual report dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada 
masing-masing perusahaan. 
3.5.3 Observasi  
Observasi dalam penelitian digunakan untuk menggali data dan sumber 
data yang berupa peristiwa, tempat, atau kolasi, benda, serta rekaman gambar 
(Sutopo, 2002 :64). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengecek dan menelusuri annual report masing-masing perusahaan khususnya 
pada catatan manajemen dan Catatan Atas Laporan Keuangan guna untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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3.6 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik 
analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak 
membutuhkan perumusan hipotesis (Indrianto dan Supomo, 2009 dalam Adit dan 
Kiswara, 2012). Tahap dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mencatat data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode 
content analysis. Content analysis adalah mengananalisis terhadap isi dari 
suatu dokumen untuk mengidentifikasi karakteristik untuk mendapatkan 
suatu informasi spesifik pada dokumen, sehingga menghasilkan deskripsi 
yang objektif dan sistematis (Indrianto dan Supomo, 2009 dalam Adit dan 
Kiswara, 2012). Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran 
mengenai penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja pada perusahaan Bank 
Umum Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Berikut 
ini tahapan dalam menganalisis penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja di 
perusahaan: 
a. Mengelompokkan perusahaan Bank Umum Syariah yang listing di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018. 
b. Mengidentifikasi pengungkapan imbalan kerja, khususnya imbalan 
pascakerja di masing-masing perusahaan. 
c. Mengidentifikasi terkait perlakuan akuntansi dari imbalan pascakerja 
(pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pada 
masing-masing perusahaan. Dalam mengidentifikasi perlakuan 
akuntansi imbalan pascakerja tersebut bisa dilihat dari annual report 
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masing-masing perusahaan khususnya pada catatan manajemen dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
2. Peneliti juga mengidentifikasi standar akuntansi yang digunakan 
perusahaan dalam mengungkapkan imbalan pascakerjanya. 
3. Melakukan perbandingan dan evaluasi perlakuan standar akuntansi yang 
ada dengan standar akuntansi yang digunakan pada masing-masing 
perusahaan. 
4. Melakukan uji validitas dan reliabilitas data 
Data yang telah dikumpulkan dan dicatat harus dipastikan benar-benar 
sesuai dan tepat, untuk itu harus diuji validitasnya. Uji validitas adalah pengujian 
yang dilakukan untuk menguji keabsahan suatu data dan sumber dalam penelitian 
(Sutopo, 2002:78). Selain itu (Moleong, 2007:324) menjelaskan  untuk 
menentukan keabsahan data perlu diadakan teknik pemeriksaan. Ada empat teknik 
pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria, yaitu derajat kepercayaan 
(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 
kepastian (confirmability).  
Sehingga peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credibility) 
dengan teknik trianggulasi. Yang dimaksud dengan trianggulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. (Denzin , 1978 dalam 
Moleong, 2007:330) membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik 
pemeriksaan yaitu trianggulasi data (sumber), trianggulasi metode, trianggulasi 
penyidik, dan trianggulasi teori. 
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Trianggulasi data (sumber) merupakan teknik untuk menguji kredibilitas 
data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
Trianggulasi metode digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
Trianggulasi penyidik merupakan teknik dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 
pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali kepercayaan data. 
Kemudian untuk trianggulasi dengan teori merupakan teknik menguji keabsahan 
dengan cara berdasarkan dengan fakta tidak dapat dapat diperiksa derajat 
kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi metode. Alasan 
menggunakan trianggulasi metode adalah dalam pengumpulan datanya dalam 
penelitian ini data adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh secara tidak 
langsung, ini artinya peneliti melakukan penelusuran pada dokumen-dokumen, 
arsip perusahan, catatan resmi dan lain sebagainya. Sehingga peneliti melakukan 
penelusuran dengan metode penelusuran pada dokumen perusahaan pada annual 
report khususnya pada bagian catatan manajemen dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan dan observasi langsung pada website di masing-masing perusahaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan syariah yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Terdapat 2 perusahaan yang 
melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2018, yaitu Bank Rakyat 
Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 
(BTPNS). Kedua bank ini melakukan IPO ditahun yang sama dan pada bulan 
yang sama pula.  
Bank BRI Syariah ini melakukan IPO pada tanggal 08 Mei 2018 dengan 
harga saham Rp 510 perlembar dan menerbitkan sebanyak 9.619 juta saham. 
Untuk Bank BTPN Syariah ini melakukan IPO pada tanggal 09 Mei 2018 dengan 
harga saham Rp 975 per lembar dan menerbitkan sebanyak 7.627 juta saham.  
Penelitian ini menggunakan data dari laporan tahunan perusahaan masing-
masing. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah dengan metode sampling jenuh,  yaitu metode pengambilan sampel yang 
dilakukan dengan cara semua perusahaan yang masuk dalam populasi penelitian 
dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. 
 
4.2. Profil Perusahaan 
4.2.1. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 
Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah adalah terbentuk dari poses 
akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank 
Jasa Arta pada 2007 tepatnya pada 19 Desember. Melalui surat 
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No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 16 Oktober 2008 BRI Syariah mendapat izin usaha 
dan resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah 
dan seluruh kegiatan usahanya berpedoman dan berlandaskan prinsip syariah. 
Kemudian efektif digunakan pada 1 Januari 2009.  
Dengan melihat potensi pada bidang perbankan syariah maka berniat 
untuk menghadirkan bisnis keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain 
itu bank BRISyariah berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang 
menentramkan bagi nasabah. 
Seiring perkembangannya pada tahun 2016 BRI Syariah kembali 
mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses penciptaan logo 
baru dilakukan, untuk menumbuhkan brand equity BRI Syariah yang semula 
digunakan BRI maka diperbaharui namun tidak mengubah tujuan awal dari bank 
tersebut.  
BRI Syariah juga selalu berusaha memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip 
syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pada 08 Mei 2018 
BRISyariah melakukan Initial Public Offering (IPO) menerbitkan sebanyak 9.619 
juta saham dengan harga saham Rp 510 per lembar.  
Selain itu BRI Syariah juga berupaya mengoptimalkan SDI yang ada. 
Jumlah karyawan ini juga sangat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. 
Jika disuatu perusahaan memiliki jumlah karyawan yang memadai dan mumpuni 
makan kinerja perusahaan juga akan semakin baik.Berikut ini grafik jumlah 
perkembangan karyawan BRI Syariah untuk 3 tahun terakhir : 
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Gambar 4.1 
Grafik Jumlah Perkembangan Karyawan BRI Syariah 
 
Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan, BRI Syariah, 2017  
4.2.2. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) 
Sejak tahun 2011, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) melalui 
Unit Usaha Syariah telah fokus melayani segmen yang tidak dilayani perbankan 
yaitu segmen prasejahtera produktif. Tekad utamanya adalah mewujudkan mimpi 
besar dalam membuka literasi keuangan kepada segmen ini dengan sasaran utama 
perempuan, agar mereka dapat memperoleh akses, layanan dan produk perbankan 
yang memberi rasa aman, nyaman dengan prinsip syariah sehingga bisa memiliki 
hidup yang berarti. 
Seiring perkembangannya, pada tahun 2014 tepatnya 14 Juli BTPN 
Syariah resmi terdaftar menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. 
Melalui pemisahaan (spin-off) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Tbk (UUS BTPN) dan proses konversi PT Bank Sahabat 
Purba Danarta (BSPD). Kemudian pada 09 Mei 2018 BTPN Syariah ini 
42 
 
melakukan Initial Public Offering (IPO) dan menerbitkan 7.627 juta saham 
dengan harga saham Rp 975 per lembar.   
Hingga saat ini, BTPN Syariah termasuk bank syariah di Indonesia yang 
fokus mengembangkan keuangan inklusif dan memprioritaskan pelayanannya 
pada pemberdayaan segmen prasejahtera produktif.  
BTPN Syariah memiliki motivasi untuk turun tangan melakukan 
pemberdayaan. Sehingga menciptakan sendiri sumber daya manusia dengan 
memperbaiki pelatihan agar mengerti bagaimana dasar prinsip perbankan 
syariah secara umum. Berikut ini tabel komposisi karyawan BTPN Syariah pada 
tiga tahun terakhir. 
Gambar 4.3 
Tabel Komposisi Karyawan BTPN Syariah 
 
              Sumber : PROSPEKTUS BTPN Syariah, 2018 
4.3. Perlakuan Imbalan Pascakerja Perusahaan 
Berikut ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi imbalan pascakerja 
perusahaan perbankan syariah yang melakukan Initial Public Offering (IPO) pada 
tahun 2018, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.  
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4.3.1. Pengakuan dan Pengukuran 
Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu 
kejadian dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi 
unsur aset, kewajiban, ekuitas atau yang lainnya yang dapat diakui dan dicatat. 
Ikatan Akuntansi Indonesia (2009: 17) mendefinisikan pengukuran sebagai proses 
penepatan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan unsur setiap laporan 
keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.  
1. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 
Imbalan pascakerja yang digunakan BRI Syariah berdasarkan data laporan 
tahunan perusahaan tahun 2017 adalah menggunakan program iuran pasti dan 
imbalan pasti. Data dari laporan tahunan BRI Syariah dalam catatan atas laporan 
keuangan dijelaskan bagaimana pengakuan imbalan pascakerja masing-masing 
programnya.  
Pada program iuran pasti dihitung sesuai besarnya dari gaji pegawai yang 
menjadi mengikuti program pensiun iuran pasti kemudian diakui sebagai beban. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada catatan atas laporan 
keuangan BRI Syariah : 
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Gambar 4.4 
Pengakuan Program Iuran Pasti BRI Syariah 
 
 
Untuk iuran yang tidak diharapkan akan selesai sebelum waktunya 
merupakan iuran terhutang. Namun iuran ini dihitung berdasarkan jumlah yang 
tidak didiskontokan.   
Program pensiun imbalan pasti mensyaratkan adanya asumsi aktuaria 
untuk mengetahui besarnya kewajiban dan beban yang harus dibayar perusahaan, 
hal ini  akan memicu adanya keuntungan dan kerugian aktuaria. Yang dimaksud 
dengan keuntungan atau kerugian aktuaria adalah perubahan atas nilai kini dari 
kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan dari  penyesuaian pengalaman dan 
perubahan asumsi aktuaria. Akuntansi untuk program imbalan pasti meliputi tahap 
berikut ini: 
a. Menentukan defisit atau surplus. Bank BRI Syariah ini menggunakan 
teknik aktuaria dengan  metode Projected Unit Credit selain itu juga 
mempertimbangkan asumsi-asumsi yang digunakan perusahaan. 
Pernyataan ini sesuai dengan catatan atas laporan keuangan BRI Syariah:  
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Gambar 4.4 
Penggunaan Metode Projected Unit Credit 
 
 
Di antaranya tingkat diskonto pertahun, kenaikan gaji terakhir karyawan, 
tingkat cacat karyawan, tabel mortalita dan usia pensiun karyawan. Digunakan 
metode ini karena untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti, 
biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Tingkat asumsi yang dipertimbangan tersebut 
sesuai dengan yang digunakan perusahaan: 
Gambar 4.5 
Tingkat Asumsi Yang Digunakan Perusahaan 
 
 
Cara untuk menentukan biaya jasa kini untuk setiap tahun dengan cara, 
pekerja akan menerima pensiun bulanan sebesar 2,5% dari gaji terakhir sebelum 
pensiun. penerimaan imbalan pensiun tersebut akan diterima karyawan  sejak 
masa berhenti  bekerja sampai dengan berakhirnya hak menerima pensiun, 
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misalnya di karenakan meninggal dunia. Pada catatan atas laporan keuangan BRI 
Syariah untuk biaya jasa kini pada tahun 2017 sebesar Rp 8.269.000.000. 
Gambar 4.6 
Biaya Jasa Kini BRI Syariah 
 
  
b. Menentukan jumlah liabilitas (aset). BRI Syariah melakukan mutasi atas 
liabilitas pemutusan hubungan kerja dengan cara liabilitas pada awal tahun 
dijumlahkan dengan biaya imbalan pascakerja yang diakui pada tahun 
berjalan, dikurangi dengan pembayaran imbalan pascakerja selama tahun 
berjalan, kemudian dikurangi dengan penempatan aset program, ditambah 
dengan pengukuran kembali program imbalan pasti. Hasilnya adalah 
sebesar Rp 12.829.000.000 untuk BRI Syariah pada tahun 2017. Hal ini 
sesuai dengan catatan atas laporan BRI Syariah: 
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Gambar 4.7 
Jumlah Liabilitas Aset BRI Syariah 
 
 
Dinyatakan keuntungan aktuaria jika nilainya positif, ini artinya 
perusahaan akan mendapatkan laba dari kegiatan ini. Dinyatakan kerugian jika 
nilainya negatif, ini artinya perusahaan harus membayarkan sejumlah beban yang 
ditanggung perusahaan. 
c. Menentukan jumlah yang harus diakui dalam laba rugi. Untuk BRI Syariah 
mengakui biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan 
pasti neto langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain. Kemudian untuk biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal 
awal antara pada saat amandemen atau kurtailmen program terjadi. 
Gambar 4.8 
Biaya Yang Harus Diakui dalam Laba Rugi 
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d. Menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, 
yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan tidak 
direklasifikasikan ke laba rugi pada periode selanjutnya, yang terdiri atas: 
1) Keuntungan dan kerugian aktuarial. 
2) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan 
dalam bunga neto atas liabilitas (aset). 
3) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang 
dimasukkan dalan bunga neto atas liabilitas (aset). 
Gambar 4.9 
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Pasti Neto 
 
 
2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) 
Imbalan pascakerja yang digunakan BTPN Syariah pada tahun 2017 hanya 
menggunakan program imbalan pasti. Data yang diperoleh dari laporan tahunan 
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dan catatan atas laporan keuangan menjelaskan secara rinci untuk pengakuan dan 
pengukuran imbalan pascakerjanya. 
Program imbalan pasti pada BTPN Syariah ini memberikan imbalan 
pensiun yang akan diberikan pada karyawan yang berhak pada saat karyawan 
tersebut berhenti bekerja sesuai dengan peraturan UU Ketenagakerjaan.  
Gambar 4.10 
Penggunaan Program Imbalan Pasti BTPN Syariah 
 
 
Pembiayaan program pascakerja pada perusahaan ini dibayar seluruhnya 
oleh Bank. Namun pengelolaan dana pensiun ini dilakukan oleh pihak ketiga, 
yakni oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. 
Program imbalan pasti selalu mewajibkan asumsi aktuaria untuk 
menentukan kewajiban dan biaya serta menimbulkan keuntungan atau kerugian 
aktuaria. Berikut ini tahapan untuk program imbalan pasti diperusahaan ini: 
a. Menentukan defisit atau surplus. BTPN Syariah ini menggunakan metode 
Projected Unit Credit, metode ini digunakan untuk menentukan nilai kini 
dari kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. 
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Gambar 4.11 
Penggunaan Metode Projected Unit Credit 
 
 
Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-asumsi tingkat diskonto per 
tahun, tingkat kenaikan gaji per tahun, dan tabel mortalita. Mendiskontokan 
imbalan untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa 
kini.  
Gambar 4.12 
Tingkat Asumsi Yang Digunakan Perusahaan 
 
 
b. Menentukan jumlah liabilitas aset imbalan pasti neto. Menghitung 
liabilitas program menggunakan tingkat diskonto yang merujuk pada 
obligasi pemerintah. Dikatakan defisit jika imbal hasil aset program yang 
lebih rendah. 
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Gambar 4.13 
Penentuan Defisit Program 
 
  
c. BTPN Syariah ini mengakui biaya jasa kini sebagai beban. Kemudian di 
bebankan pada  laporan laba rugi. 
Gambar 4.14 
Pengakuan Biaya Jasa Lalu sebagai Beban 
 
 
 
d. Pengukuran kembali atas liabilitas aset imbalan pasti neto dan diakui 
sebagai penghasilan komprehensif lain. 
 
4.3.2. Penyajian 
1. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 
Penyajian imbalan pascakerja perusahaan BRISyariah sesuai dengan 
catatan atas laporan keuangan perusahaan menyebutkan bahwa penyajian imbalan 
pascakerja disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan No 101 Revisi 2016 mengenai Penyajian Laporan Keuangan 
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Syariah.pada catatan atas laporan keuangan BRI Syariah juga menjelaskan terkait 
penyajiannya seperti: 
Gambar 4.15 
Penyajian Imbalan Pascakerja BRI Syariah 
 
 
Berdasarkan PSAK No 101 komponen laporan keuangan bank syariah 
yang lengkap terdiri dari: 
a. Laporan posisi keuangan. 
b. Laporan laba rugi dan pengahsilan komprehensif lain. 
c. Laporan perubahan ekuitas. 
d. Laporan aus kas. 
e. Laporan rekonsilliasi pendapatan dan bagi hasil. 
f. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. 
g. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 
h. Catatan atas laporan keuangan.  
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Penyajian imbalan pascakerja BRISyariah pada tahun 2017 tidak sesuai 
dengan PSAK 1 namun sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah. Penyajian yang dilakukan oleh BRISyariah dimasukkan dalam laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pada akun penghasilan 
komprehensif lain yakni pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar Rp 
11.020.000.000 sebagai pengurang laba perusahaan. 
2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS)  
Dasar penusunan penyajian imbalan pascakerja BTPN Syariah pada tahun 
2017 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. Pedoman yang digunakan adalah Pedoman Akuntansi Perbankan 
Syariah Indonesia (PAPSI) Revisi 2013. 
Berikut ini merupakan komponen penyajian laporan keuangan sesuai 
dengan PSAK 101 : Laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Laporan 
rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Laporan sumber dan penyaluran dana 
zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan Catatan atas laporan 
keuangan. 
Jadi BTPN Syariah dalam penyajian imbalan pascakerja tidak sesuai 
dengan PSAK 1 Revisi 2013, namun mengunakan PSAK 101 Revisi 2016 dalam 
penyususan dan penyajian imbalan pascakerjanya. Sesuai dengan pernyataan 
dalam catatan atas laporan keuangan BRISyariah: 
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Gambar 4.16 
Penyajian Imbalan Pascakerja BTPN Syariah 
 
 
Penyajian imbalan pascakerja untuk BTPN Syariah dimasukkan dalam 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pada akun penghasilan 
komprehensif lain yakin pengikuran kembali imbalan pascakerja sebesar Rp 
19.037.000.000 sebagai pengurang laba perusahaan. 
4.3.3. Pengungkapan  
1. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 
BRISyariah mengungkapkan informasi mengenai imbalan pascakerja 
perusahaan meliputi: 
a. Mengakui iuran yang dicadangkan untuk biaya ketika jasa telah diberikan 
kepada pegawai yang telah memberikan jasanya untuk bekerja disuatu 
entitas. 
b. Perusahaan mengungkapkan: 
1) Menjelaskan karakteristik mengenai program iuran pasti. 
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2) Perusahaan menjelaskan rekonsiliasi dari saldo awal hinga saldo 
 akhir. Setiap rekonsiliasi menunjukkan biaya jasa kini, biaya bunga 
 yang ditanggung, biaya jasa lalu perusahaan dan pengukuran 
 kembali  liabilitas imbalan pasti neto, serta keuntungan/kerugian 
 aktuaria. 
3) Perusahaan menjelaskan mengenai analisis sensitivitas untuk 
 asumsi aktuaria yang digunakan, kemudian menjelaskan metode 
 dan asumsi yang digunakan untuk mengetahui perubahan yang 
 terjadi setelah asumsi yang digunakan, serta menjelaskan mengenai 
 profil jatuh tempo  kewajiban imbalan pasti. 
 
2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) 
BTPN Syariah mengungkapkan informasi mengenai imbalan pascakerja 
perusahaan yang meliputi: 
a. Perusahaan tidak menjelaskan dan mengungkapkan jumlah yang diakui 
sebagai beban dalam program iuran pasti. dikarenakan perusahaan tidak 
menggunakan program iuran pasti. 
b. Perusahaan mengungkapkan: 
1) Menjelaskan karakteristik mengenai program iuran pasti. 
2) Perusahaan menjelaskan rekonsiliasi dari saldo awal hinga saldo akhir. 
Setiap rekonsiliasi memuat biaya jasa kini, beban bunga dan 
pengukuran kembali  liabilitas imbalan pasti neto, biaya jasa lalu dan 
keuntungan/kerugian aktuaria yang dialami perusahaan. 
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3) Perusahaan menjelaskan mengenai analisis sensitivitas untuk asumsi 
aktuaria lalu menjelaskan metode dan asumsi yang digunakan dalam 
proses analisis perusahaan, serta menjelaskan mengenai profil jatuh 
tempo  kewajiban imbalan pasti. 
 
4.4. Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Imbalan Pascakerja 
Perusahaan dengan Standar Akuntansi yang digunakan 
4.4.1. Pengakuan dan Pengukuran 
1. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 
Berikut ini pemaparan perbandingan antara pengakuan dan pengukuran 
imbalan pascakerja perusahaan dengan standar akuntansi yang digunakan: 
Tabel 4.1 
Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran Perusahaan Menurut PSAK 
 
Program Item PSAK Perusahaan Kesesuaian 
Iuran 
Pasti 
 
 
Pengakuan 1. Diakui 
sebagai 
liabiltas 
(beban 
terakru) 
setelah 
dikurangi 
dengan iuran 
yang telah 
dibayar. Jika 
iuran melebihi 
iuran terutang 
untuk jasa 
sebelum akhir 
periode 
pelaporan, 
maka entitas 
mengakui 
kelebihan 
Program iuran 
pasti dihitung 
sesuai besarnya 
gaji pegawai 
yang terdaftar 
dalam program 
iuran pasti dan 
program 
tersebut diakui 
sebagai beban 
oleh perusahaan 
Hal ini sesuai 
dengan PSAK 
yang berlaku. 
Selain itu 
mengakui 
program iuran 
pasti ini 
sebagai beban. 
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tersebut 
sebagai aset 
(beban 
dibayar) 
2. Diakui 
sebagai 
beban, kecuali 
jika SAK 
yang lain 
mensyaratkan 
iuran tersebut 
termasuk 
dalam beban 
perolehan 
aset. 
Pengukuran Iuran akan 
didiskontokan, 
jika iuran dalam 
program iuran 
pasti setelah 
akhir periode 
pelaporan 
tahunan saat 
pekerja 
memberikan 
jasanya tidak 
terselesaikan 
seluruhnya  
Untuk iuran 
yang tidak 
diharapkan akan 
selsai sebelum 
waktunya 
merupakan 
iuran terhutang. 
Namun iuran 
terhutang ini 
dihitunga 
berdasarkan 
jumlah yang 
tidak 
didiskontokan. 
Tidak sesuai 
dengan PSAK 
yang berlaku. 
Karena 
perusahaan 
tidak 
mendiskontoka
n hutang 
tersebut. Selain 
itu perusahaan 
juga 
merupakan 
perbankan 
syariah jadi 
dari segi 
operasionalnya 
disesuaikan 
dengan prinsip 
syariah yang 
berlaku.  
Imbalan 
Pasti 
Pengukuran 
dan 
pengakuan 
1. Menentukan 
defisit atau 
surplus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Teknik 
aktuaria 
dengan  
metode 
Projected 
Unit Credit 
digunakan 
Bank BRIS 
untuk 
menghasilka
n 
Sesuai dengan 
PSAK 24 yang 
berlaku. 
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2. Menentukan 
jumlah 
liabilitas. 
3. Menentukan 
jumlah yang 
harus diakui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Menentukan 
pengukuran 
kembali atas 
aset imbalan 
pasti neto, 
yang akan 
diakui sebagai 
pengaslan 
komprehensif 
surplus/defis
it. Hal ini 
berguna 
dalam 
menentukan 
nilai 
sekarang 
dari beban 
imbalan 
pasti, beban 
jasa 
sekarang 
dan beban 
jasa lalu. 
2. Menentukan 
jumlah biaya 
aset. 
3. Mengakui  
jumlah 
dalam 
laporan laba 
rugi. 
Laporan 
laba rugi dan 
penghasilan 
komprehensi
f lain tahun 
berjalan 
BRIS 
mengakui 
beban jasa 
sekarag, 
beban bunga 
neto atas 
biaya (aset) 
imbalan 
pasti neto 
4. Kemudian 
untuk beban 
jasa lalu 
diakui 
sebagai 
liabilitas 
pada tanggal 
yang lebih 
awal antara 
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lain. ketika 
amandemen 
program 
terjadi. 
Menentukan 
pengukuran 
kembali atas 
liabilitas 
(aset) 
imbalan 
pasti neto, 
yang diakui 
sebagai 
penghasilan 
komprehensi
f lain, terdiri 
atas: 
a. Keuntungan 
dan kerugian 
aktuarial. 
b. Imbal hasil 
atas aset 
program, 
tidak 
termasuk 
jumlah yang 
dimasukkan 
dalam bunga 
neto atas 
liabilitas 
(aset). 
c. Setiap 
perubahan 
dampak 
batas aset, 
tidak 
termasuk 
jumlah yang 
dimasukkan 
dalan bunga 
neto atas 
liabilitas 
(aset). 
Pengukuran 
kembali atas 
liabiltas 
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(aset) 
imbalan 
pasti neto, 
yang diakui 
sebagai 
penghasilan 
koprehensif 
lain tidak 
direklasifika
sikan ke laba 
rugi pada 
periode 
berikutnya.  
 Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan BRIS 2017 
Pada awalnya BRI Syariah ini menggunakan standar akuntansi PSAK 24 
Revisi 2010, namun di dalam asumsi dan pengukuran pokok-pokok perubahan 
dalam pengukuran dan asumsinya. Namun tidak terdapat perubahan yang 
signifikan walaupun asumsi dijelaskan lebih rinci. Kemudian untuk pengakuannya 
menggunakan komponen perubahan Nilai Kini Kewajiban yang boleh 
diamortisasi atau ditangguhkan. Namun dalam PSAK 24 Revisi 2010 ini masih 
menggunakan 2 komponen ini. 
Kemudian BRI Syariah juga menggunakan PSAK 24 Revisi 2013, pada 
PSAK ini pengakuannya komponen perubahan Nilai Kini Kewajiban tidak boleh 
diamortisasi lagi. Perubahan yang disebabkan dari Beban Jasa Lalu diakui dalam 
Laba Rugi, kemudian untuk perubahan Keuntungan/Kerugian Aktuarial di akui 
dalam Laporan Komprehensif Lain.  
Penyajiannya, restrukturisasi komponen beban terbagi 3 yaitu Beban Jasa, 
Margin neto atas Liabilitas (Aset) imbalan pasti neto yang diakui seluruhnya di 
Laba Rugi dan Pengukuran kembali dari Liabilitas imbalan pasti neto yang diakui 
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ke Penghasilan Komprehensif Lain. Untuk pengungkapannya lebih banyak dan 
jelas serta bersifat prinsip bagi setiap perusahaan.  
Terakhir BRI Syariah menggunakan PSAK 24 (Penyesuaian 2016). 
Namun yang berbeda pada mengklasifikasi bahwa pasar obligasi dinilai 
berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan tidak didasarkan negara 
dimana obligasi ini  berada.  
Sesuai pemaparan perbandingan  pengakuan dan pengukuran imbalan 
pascakerja perusahaan dengan standar akuntansi yang digunakan menyebutkan 
bahwa BRI Syariah telah menerapkan imbalan pascakerja sesuai dengan PSAK 
yang berlaku. Yaitu menggunakan program iuran pasti dan program imbalan pasti. 
Iuran pasti besarnya disesuaikan berdasarkan gaji karyawan yang ikut 
serta dalam program pensiun tersebut. Iuran ini dijadikan sebagai cadangan dan 
dibebankan sebagai biaya ketika jasa telah diberkan kepada karyawan dan 
pembayaran untuk program ini dikurangkan dari utang iuran karyawan. Namun 
iuran tersebut dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan. Hal ini 
dikarenakan perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada Bank 
Umum Syariah, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah telah diatur sendiri 
di dalamnya. 
Program imbalan pasti BRI Syariah secara aktuaris ditentukan berdasarkan 
metode Projected Unit Credit. Metode ini digunakan untuk mengetahui nilai 
sekarang dari kewajiban imbalan pasti, biaya jasa sekarang dan beban jasa lalu. 
PT Bestama Aktuaria ini dipercaya untuk melakukan perhitungan aktuaria dengan 
mempertimbangkan asumsi-asumsi yang digunakan perusahaan.  
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Tingkat gaji per tahun untuk BRI Syariah pada tahun 2017 adalah sebesar 
7,10%. Untuk tingkat kenaikan gaji per tahun sebesar 5,00% pada tahun 2017. 
Tingkat cacat untuk tahun 2017 sebesar 5,00%. Tabel mortalita yang digunakan 
adalah TMI-III 2011 dan usia pensiun yang digunakan pada tahun 2017 adalah 55 
tahun.  
Untuk menghitung liabilitas pemutusan hubungan kerja dengan cara beban 
awal tahun ditambah dengan biaya imbalan pascakerja, dikurangi dengan 
pembayaran imbalan pascakerja saat tahun berjalan, dikurangi dengan 
penempatan aset program dan ditambah dengan pengukuran kembali program 
imbalan pasti. Hasilnya adalah Rp 12.829.000.000 pada tahun 2017. 
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui 
sebagai pengahasilan kompehensif lain terdiri atas: 
a. Hasil dari Keuntungan dan kerugian aktuarial perusahaan. 
b. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan 
dalam bunga neto atas liabilitas (aset). 
c. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang 
dimasukkan bunga neto atas liabilitas (aset). 
Perhitungan beban PHK untuk tahun  2017 adalah dengan cara biaya jasa 
sekarang ditambah dengan beban bunga. Hasilnya dalah sebesar Rp 
11.955.000.000 untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa sekarang, 
beban bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dan pengukuran kembali 
liabilitas imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain pada tahun berjalan.  
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Mengakui  Biaya jasa lalu sebagai beban pada perjanjian awal ketika 
amandemen program terjadi. Sehingga biaya jasa sekarang yang belum vested 
tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting dimasa depan. 
Vesting adalah hak karyawan untuk menerima keuntungan setelah mengabdi pada 
perusahaan, misalnya hak atas pensiun. 
Jadi untuk program imbalan pasti BRI Syariah telah menerapkan 
programnya sesuai dengan standar yang berlaku, dari mulai pengakuan dan 
pengukurannya telah sesuai dengan PSAK 24.    
2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) 
Berikut ini memaparkan perbandingan pengakuan dan pengukuran 
imbalan pascakerja perusahaan dengan standar akuntansi yang digunakan : 
Tabel 4.2 
Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran Perusahaan Menurut PSAK 
 
Progra
m 
Item PSAK Perusahaan Kesesuaian 
Iuran 
Pasti 
Pengakuan 1. Diakui 
sebagai 
liabiltas 
(beban 
terakru) 
setelah 
dikurangi 
dengan iuran 
yang telah 
dibayar. Jika 
iuran 
melebihi 
iuran terutang 
untuk jasa 
sebelum akhir 
periode 
pelaporan, 
maka entitas 
Perusahaan tidak 
menerapkan progra 
iuran pasti. 
- 
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mengakui 
kelebihan 
tersebut 
sebagai aset 
(beban 
dibayar) 
2. Diakui 
sebagai 
beban, 
kecuali jika 
SAK yang 
lain 
mensyaratkan 
iuran tersebut 
termasuk 
dalam beban 
perolehan 
aset. 
Pengukura
n 
Iuran akan 
didiskontokan, 
jika iuran dalam 
program iuran 
pasti setelah 
akhir periode 
pelaporan 
tahunan saat 
pekerja 
memberikan 
jasanya tidak 
terselesaikan 
seluruhnya  
Perusahaan tidak 
menerapkan 
program iuran 
pasti. 
- 
Imbalan 
Pasti 
Pengakuan 
dan 
Pengukura
n 
1. Menentukan 
defisitatau 
surplus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BTPNS 
menentukan 
defisit atau 
surplus 
menggunakan 
metode 
Projected Unit 
Credit. Untuk 
perhitungan 
aktuaria 
menggunakan 
asumsi tingkat 
diskonto 
pertahun, 
kenaikan gaji 
Hal ini 
sesuai 
dengan 
PSAK 24 
yang 
berlaku.  
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2. Menentukan 
jumlah 
liabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Menentkan 
jumlah yang 
harus diakui 
 
 
 
4. Menentukan 
pengukuran 
kembali atas 
aset imbalan 
pasti neto, 
yang akan 
diakui 
sebagai 
pengaslan 
komprehensif 
lain. 
pertahun, dan 
tabel mortalita. 
Mendiskontokan 
imbalan guna  
mengetahui nilai 
sekarang dari 
kewajiban 
imbalan pasti dan 
biaya jasa 
sekarang. 
2. Melakukan 
perhitungan 
jumlah liabilitas 
aset imbalan 
pasti neto. 
Menggunakan 
tingkat diskonto 
yang merujuk 
pada tingkat 
imbal hasil 
obligasi 
pemerintah. 
dikatakan defisit 
jika imbal hasil 
aset program 
lebih rendah. 
3. BTPNS ini 
mengakui biaya 
jasa kini sebagai 
beban. Kemudian 
di bebankan pada  
laporan L/R.  
4. Pengukuran 
kembali atas 
liabilitas aset 
imbalan pasti 
neto, kemudian 
akan diakui 
menjadi 
penghasilan 
komprehensif 
lain. 
 
  Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan BTPNS 2017 
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Berdasarkan tabel tersebut perusahaan BTPNSyariah telah menerapkan 
PSAK 24 yang berlalu. Namun untuk program pensiunnya BTPNSyariah ini 
hanya menggunakan program imbalan pasti saja. Sesuai dengan catatan atas 
laporan keuangan BTPNS program pensiun imbalan pasti merupakan program 
pensiun yang memberikan  jumlah imbalan pascakerja yang akan diterima oleh 
karyawan ketika telah berhenti bekerja dan biasanya didasarkan pada beberapa 
faktor diantaranya, usia karyawan dan jenjang masa kerja yang dilakukan. 
Untuk menentukan liabilitas program imbalan pasti BTPNS ini 
mengakuinya pada laporan posisi keuangan. Besarnya dihitung sesuai nilai kini 
dari kewajiban imbalan pasti di akhir periode pelaporan, lalu dikurangi dengan 
nilai wajar aset program. Kegiatan ini dihitung setiap tahun oleh aktuaris 
independen dengan metode Projected Unit Credit. Asumsi-asumsi yang 
digunakan untuk metode ini adalah tingkat diskonto per tahun perusaahaan, 
kenaikan gaji per tahun karyawan, tabel mortalita, dan batas waktu usia pensiun.  
Akhir periode pelaporan Bank selalu menentukan tingkat diskonto. 
Tingkat suku bunga ini akan digunakan untuk menentukan  besarnya nilai arus kas 
keluar di masa depan yang telah diestimasi guna pembayaran beban imbalan 
pascakerja perusahaan. Kaitannya penentuan tingkat diskonto Bank 
mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah. ha ini dikarenakan 
jangka waktunya sama dengan liabilitas imbalan pascakerja. Tingkat diskonto 
BTPNS pada tahun 2017 adalah sebesar 6,30%. 
Kenaikan gaji per tahunnya perusahaan menjadikan patokan pada 
informasi tahun sebelumnya, selain itu tingkat inflasi serta masa kerja dari setiap 
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karyawannya. Tingkat kenaikan gaji setiap tahunnya BTPN Syariah pada tahun 
2017 sebesar 10%. Asumsi tingkat mortalita yang digunakan berdasarkan tabel 
mortalita terbaru dihitung dengan metode aktuaria. Yang dimaksud dengan tabel 
mortalita merupakan tabel yang menunjukkan tingkat kematian yang diperkirakan 
akan terjadi setiap tahun sesuai dengan kelompok umur. Tabel mortalita yang 
digunakan adalah TMI (Tabel Mortalita Indonesia) III 2011. 
Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan cara mendiskontokan 
arus kas keluar yang diestimasikan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi 
pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan 
yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan 
akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo mendekati jatuh waktu 
kewajiban pensiun. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian aktuarial yang 
timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuaria langsung 
diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.  
Untuk menghitung mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan 
dengan cara saldo awal ditambah dengan biaya jasa kini ditambah dengan beban 
bunga, kemudian dikurangi dengan imbalan yang dibayar, lalu di tambah dengan 
pengukuran kembali penyesuaian asumsi keuangan dan dikurangi dengan 
penyesuaian pengalaman. Hasil saldo akhir tahun untuk imbalan pasti BTPN 
Syariah ini adalah Rp 178.167.000.000 
Beban pascakerja yang dibebankan pada laporan laba rugi perhitungannya 
adalah biaya jasa kini sebesar Rp 37.428.000.000 dikurangi dengan bunga bersih 
sebesar Rp 2.133.000.000 hasilnya adalah Rp 35.295.000.000 selanjutnya 
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rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas perubahan liabilitas bersih 
diakui dilaporan posisi keuangan. Perhitungannya adalah saldo awal tahun 
ditambah dengan beban tahun berjalan, ditambah dengan jumlah yang diakui pada 
penghasilan komprhensif lain dikurangi dengan kontribusi pemberi kerja. Hasil 
saldo akhir untuk BTPN Syariah adalah sebesar Rp 7.372.000.000.  
Estimasi liabilitas aset atas imbalan pascakerja BTPN Syariah ini dihitung 
dengan cara nilai kini liabilitas imbalan pasti dikurangi dengan nilai wajar aset 
program. Hasilnya adalah sebesar Rp 7.372.000.000,  kemudian untuk pergerakan 
nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah saldo awal ditambah 
dengan hasil yang diharapkan  dari aset program, ditambah kontribusi pemberi 
kerja, dikurangi dengan  dengan imbalan yang dibayar dan dikurangi dengan 
kerugian aktuaria. Hasilnya adalah Rp 170.795.000.000.  
Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada Program Dan Pensiun 
Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang 
mendasari. Nilai wajar atas deposito berjangka tersebut adalah Rp 
170.795.000.000 pada tahun 2017. Bank terekspos dengan risiko volatilitas aset 
melalui program imbalan pasti. Liabilitas program dihitung dengan menggunakan 
tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, 
jika imbal hasil aset program lebih rendah, makan akan menghasilkan defisit 
program.  
Analisis sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan 
asumsi aktuaria yang di dasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria 
dimana asumsi lainnya diangkap konstan. Kenaikan tingkat diskonto 1% 
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kemudian untuk penurunan tingkat diskontonya juga 1%. Untuk tingkat kenaikan 
gaji sebesar 1% dan untuk penurunannya juga sebesar 1%, sehingga dianggap 
konstan. Namun dalam prakteknya hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa 
asumsi mungkin saling berkolerasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban 
imbalan pasti dengan asumsi utama metode yang sama telah diterapkan seperti 
perhitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.  
Jadi secara keseluruhan BTPN Syariah telah menerapkan program pensiun 
imbalan pasti sesuai dengan standar yang berlaku. Perlakuan imbalan pascakerja 
dari pengakuan dan pengukuran perusahaan juga telah sesuai dengan PSAK 24 
yang berlaku.  
 
4.4.2. Penyajian 
Tabel 4.3 
Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dan PSAK 
 
No Kode 
Perusahaan 
Perusahaan PSAK 
1 BRIS BRI Syariah dan BTPN 
Syariah dalam penyusunan 
dan penyajian laporan 
keuangannya sesuai dengan 
PSAK 101 mengenai 
Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah.  
Entitas menyajikan laporan 
keuangannya sesuai dengan 
PSAK 1: Penyajian 
Laporan Keuangan. 
2 BTPNS 
Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan BRI Syariah dan BTPN Syariah 2017 
Catatan atas laporan keuangan BRI Syariah dan BTPN Syariah 
menyebutkan bahwa keduanya dalam penyusunan dan penyajian imbalan 
pascakerja perusahaan menggunakan PSAK 101 sebagai pedomannya. Hal ini 
sesuai dengan PSAK 24 yang berlaku, dikarenakan PSAK 24 mensyaratkan 
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entitas menggunakan PSAK 1 dalam penyajiannya. Namun karena perusahaan ini 
merupakan tergolong dalam bank umum syariah maka pedoman penyajian 
imbalan pascakerja sesuai dengan PSAK 101.  
Meskipun BRI Syariah dan BTPN Syariah ini menggunakan PSAK 101 
sebagai pedoman penyajiannya, tetapi hal ini telah sesuai dengan PSAK 24. 
Karena dalam penyajiannya juga terdapat dalam laporan Laba rugi dan 
komprehensif lain pada akun penghasilan komprehensif lain dan sebagai 
pengurang laba perusahaan.  
Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan perbankan syariah, jadi 
ketentuan-ketentuan yang digunakan didalamnya harus sesuai dengan prinsip 
syariah dan SAK syariah yang mengatur. Jadi, PSAK yang digunakan pada 
BRISyariah dan BTPN Syariah pada tahun 2017 adalah PSAK 101 mengenai 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.  
Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan 
yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.  
Penyajian imbalan pascakerja perusahaan BRI Syariah dan BTPN Syariah 
ini telah sesuai dengan prinsip ketentuan syariah yang berlaku. Penyajian ini 
disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain perusahaan 
masing-masing. Untuk BRI Syariah besarnya pengukuran kembali program 
imbalan pasti adalah Rp 11.020.000.000 Sedangkan untuk BTPN Syariah untuk 
pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar Rp19.037.000.000. 
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Kedua bank ini merupakan bank umum  syariah yang mempunyai SAK 
sendiri untuk penyajian laporan keuangannya yaitu sesuai dengan PSAK 101 
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kedua bank BRI Syariah dan 
BTPN Syariah ini penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 24 yaitu disajikan 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdapat pada akun 
penghasilan komprehensif lain, pada pengukuran kembali program imbalan pasti 
sebagai pengurang laba perusahaan. Hal ini juga telah sesuai dengan PSAK yang 
berlaku meskipun pada perusahaan bank umum syariah menggunakan PSAK 101 
pedoman penyajiannya, namun secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK 24 
yang berlaku.   
 
4.4.3. Pengungkapan   
Sesuai dengan (Suwadjono, 2014:578) pengungkapan merupakan langkah 
akhir dari proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat 
penuh statemen keuangan. Untuk itu pengungkapan imbalan pascakerja 
perusahaan penting dilakukan khususnya bagi pengguna informasi yang 
menggunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini 
merupakan pemaparan perbandingan pengungkapan imbalan pascakerja 
perusahaan dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan: 
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Tabel 4.4 
Kesesuaian Pengungkapan dengan PSAK 24 
 
No Pengungkapan BRIS BTPNS 
1 Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai 
beban untuk program iuran pasti. 
√ - 
2 Menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan 
risiko terkait. 
√ √ 
3 Mengidentifikasi dan mejelaskan jumlah yang timbul 
dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan. 
√ √ 
4 Menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat 
berdampak terhadap jumlah, waktu, dan 
ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. 
√ √ 
  Sumber : Data yang diolah, 2019 
Tabel 4.5 
Perbandingan Pengungkapan Imbalan Pascakerja Perusahaan Menurut PSAK 
 
No Kode 
Perusahaan 
Perusahaan PSAK 
1 BRIS a. Mengakui iuran yang 
dicadangkan sebagai biaya 
ketika jasa telah diberikan 
kepada pegawai tersebut. 
 
b. Perusahaan mengungkapkan: 
1) menjelaskan karakteristik 
mengenai program iuran 
pasti. 
2) perusahaan menjelaskan 
rekonsiliasi dari saldo awal 
hinga saldo akhir. Setiap 
rekonsiliasi menunjukkan 
biaya jasa kini, beban bunga 
dan pengukuran kembali  
liabilitas imbalan pasti neto, 
biaya jasa lalu dan 
keuntungan/kerugian 
aktuaria. 
3) perusahaan menjelaskan 
mengenai analisis 
sensitivitas untuk asumsi 
aktuaria, kemudian 
menjelaskan metode dan 
asumsi yang digunakan 
untuk dalam menyiapkan 
a. Entitas 
mengungkapkan 
jumlah yang 
diakui sebagai 
beban untuk 
program iuran 
pasti 
b. Entitas 
mengungkapkan 
informasi 
tentang: 
1) Menjelaskan 
karakteristik 
program imbalan 
pasti dan risiko 
yang terkait 
2) Menidentifikasi 
dan menjelaskan 
jumlah yang 
timbul dari 
program imbalan 
pasti dalam 
laporan keuangan 
3) Menjelaskan 
bagaimana 
program imbalan 
73 
 
analisis sensitivitas, serta 
menjelaskan mengenai 
profil jatuh tempo  
kewajiban imbalan pasti. 
pasti dapat 
berdampak 
terhadap jumlah, 
waktu, dan 
ketidakpastian 
arus kas entitas 
dimasa depan 
2 BTPN 
Syariah 
1. Perusahaan tidak 
mengungkapkan jumlah yang 
diakui sebagai beban untuk 
program iuran pasti. 
2. Perusahaan mengungkapkan: 
a. menjelaskan karakteristik 
mengenai program iuran 
pasti. 
b. perusahaan menjelaskan 
rekonsiliasi dari saldo awal 
hinga saldo akhir. Setiap 
rekonsiliasi menunjukkan 
biaya jasa kini, beban bunga 
dan pengukuran kembali  
liabilitas imbalan pasti neto, 
biaya jasa lalu dan 
keuntungan/kerugian 
aktuaria. 
c. perusahaan menjelaskan 
mengenai analisis 
sensitivitas untuk asumsi 
aktuaria, kemudian 
menjelaskan metode dan 
asumsi yang digunakan 
untuk dalam menyiapkan 
analisis sensitivitas, serta 
menjelaskan mengenai 
profil jatuh tempo  
kewajiban imbalan pasti. 
 Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan BRIS dan BTPNS 2017 
Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa perusahaan telah 
mengungkapkan hal-hal yang diakui oleh perusahaan. BRISyariah untuk program 
iuran pasti mengakui adanya  biaya, hal ini sesuai dengan catatan atas laporan 
keuangan tahun 2017. 
“ Iuran kepada dana pensiun sebesar presentase tertentu gaji karyawan 
yang menjadi peserta program iuran pasti. iuran dicadangkan  dan diakui sebagai 
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biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan 
pembayarannya dikurangkan dari utang iuran”. 
Imbalan pasti BRI Syariah menjelaskan mengenai karakteristik 
programnya. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan 
persyaratan minimum Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003. Untuk 
karakteristik program  imbalan pasti yaitu dengan menggunakan perhitungan 
akutaria dengan metode Projected Unit Credit. Selain itu dalam pertimbangannya 
menggunakan asumsi-asumsi tingkat diskonto per tahun sebesar 7,10%, tingkat 
kenaikan gaji per tahun sebesar 5,00%, tingkat cacat 5,00%, tabel mortalita 
menggunakan Tabel Mortalita Indonesia (TMI-III) 2011. dan usia pensiun pada 
saat usia 56 tahun. 
BRI Syariah juga menjelaskan rekonsiliasi dari saldo awal perusahaan 
yang berjumlah sebesar Rp 58.108.000.000 hingga saldo akhir yang berjumlah Rp 
12.629.000.000 saldo akhir ini diperoleh dari pengurangan penempatam aset 
program dan pembayaran imbalan pascakerja selama tahun berjalan. Dalam 
rekonsiliasi juga menunjukkan nilai jasa kini untuk tahun 2017 sebesar Rp 
8.269.000.000, beban bunga yang ditanggung pada tahun 2017 sebesar Rp 
3.686.000.000, untuk pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar Rp 
4.602.000.000 dan untuk keuntungan dan kerugian aktuaria sebesar Rp 
11.020.000.000.  
Selain itu juga mengungkapkan mengenai analisis sensitivitas dari 
perusahaan, analisis ini digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi apabila 
tingkat asumsi perusahaan mengalami perubahan nilai. BRISyariah hanya 
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menjelaskan analisis sensitivitas pada tingkat diskonto  dan tingkat kenaikan gaji 
per tahun. Perusahaan juga mengungkapkan analisis manfaat jatuh tempo dan 
nilai kini imbalan pasti per tahunnya. 
BTPN Syariah tidak mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban 
dalam iuran pasti. Karena BTPN Syariah tidak menggunakan program iuran pasti 
dalam pengelolaan imbalan pascakerjanya.  BTPN Syariah hanya menggunakan 
program imbalan pasti dan menjelaskan karakteristik programnya. Sesuai denngan 
pernyataan dalam catatan atas laporan keuangan pada tahun 2017. 
“ Bank menerapkan kebijakan program imbalan pascakerja sesuai dengan 
Undang-Undang Tenaga Kerja (UUTK) No.13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja 
Bersama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan imbalan UUTK No.13 ini 
menggunakan gaji pokok terkini” 
Program tersebut memberikan imbalan pensiun yang akan dibayarkan 
kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun sesuai dengan 
peraturan UU Ketenagakerjaan.  Selain itu BTPN Syariah juga mengungkapkan 
metode yang digunakan yaitu Projected Unit Credit dengan pertimbangan asumsi 
tingkat diskonto per tahun sebesar 6,30%, tingkat kenaikan gaji per tahun sebesar 
10%, tabel mortalita menggunakan TMI-III 2011 dan usia pensiun berada pada 
usia 55 tahun.  
BTPN Syariah juga mengungkapkan rekonsiliasi saldo awal sebesar Rp 
26.430.000.000 hingga saldo akhir yang berjumlah Rp 7.372.000.000. Hasil ini 
diperoleh dari penjumlahan beban tahun berjalan, jumlah yang diakui pada 
penghasilan komprehensif lain dan dikurangi dengan kontribusi pemberi kerja. 
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Selnjutnya menunjukkan biaya jasa kini untuk tahun 2017 sebesar Rp 
34.428.000.000 dan untuk beban bunga bersih sebesar Rp 2.113.000.000. 
BTPN Syariah juga mengungkapkan mengenai analisis sensitivitas dari 
kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria. Analisa sensitivitas 
didasarkan pada perusahaan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya 
konstan. Namun dalam prakteknya hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa 
asumsi mungkin saling berkolerasi. Selanjutnya BTPN Syariah juga 
mengungkapkan mengenai analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan 
jangka panjang yang tidak didiskontokan. Jadi secara keseluruhan untuk BTPN 
Syariah untuk program imbalan pasti sudah mengungkapkan sesuai dengan PSAK 
24 yang berlaku.    
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil ananlisis yang dilakukan pada perusahaan perbankan 
syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 yaitu Bank Rakyat 
Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Tabungan Pensiuan Nasional Syariah 
(BTPNS). Dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar akuntansi yang digunakan 
juga menggunakan PSAK 24 mengenai Imbalan Kerja.  
Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) telah menerapkan kedua program 
imbalan pascakerja yaitu program iuran pasti dan imbalan pasti. Sedangkan untuk 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) hanya menggunakan 
program imbalan pasti.  
Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan dalam perlakuan imbalan 
pascakerja perusahaan perbankan syariah dengan standar akuntansi keuangan, dari 
pengakuan, pengukuran, penyajian seta pengungkapan telah sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku yaitu PSAK Nomor 24.  
Penyajian imbalan pascakerja BRI Syariah dan BTPN Syariah 
menggunakan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah sebagai 
pedoman penyusunannya. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan pada penelitian ini adalah data yang digunakan pada 
penelitian ini masih menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan tahunan 
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yang dipublikasikan oleh perusahaan tanpa melakukan wawancara dan observasi 
ke objek penelitian. 
 
5.3. Saran-Saran 
1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi observasi langsung ke objek 
penelitian dalam menganalisis perlakuan akuntansi atas imbalan 
pascakerja untuk hasil yang lebih detail, rinci dan maksimal . 
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian tidak hanya pada sub 
sektor perbankan saja, namun dapat melakukan penelitian diberbagai 
sektor yang listing di Bursa Efek Indonesia.  
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                      X  
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